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ABSTRAK 

 

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita 

sebagai suami isteri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan 

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa berdasarkan Pasal 1 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menganut prinsip untuk 

mempersukar terjadinya perceraian. Putusnya suatu perkawinan yang sah didepan 

hakim Pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang. 

Oleh karena itu perlu dipahami dari peraturan mengenai perceraian itu serta sebab 

akibat yang mungkin timbul setelah perkawinan putus. Berdasarkan Pasal 3 

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 atas perubahan Peraturan 

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan 

perceraian, wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat 

dengan mengajukan permintaan secara tertulis. Rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: (1) bagaimana kewajiban nafkah bagi suami Pegawai Negeri 

Sipil yang bercerai? (Studi Kasus Putusan Nomor 1153/Pdt.G/2017/PA.Srg). (2) 

bagaimana akibat hukum pembagian gaji suami Pegawai Negeri Sipil terhadap 

bekas isteri dalam hal isteri melakukan nikah siri?. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui kewajiban nafkah bagi suami Pegawai Negeri Sipil yang bercerai, dan 

mengetahui akibat hukum pembagian gaji suami Pegawai Negeri Sipil terhadap 

bekas isteri dalam hal isteri melakukan nikah siri. Penelitian ini merupakan 

penelitian normatif, penelitian ini tergolong yuridis normatif yang bersifat 

deskriptif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi 

dokumen atau bahan pustaka utamanya pada data sekunder. Data yang diperoleh 

dan yang telah dikumpulkan baik itu data primer maupun data sekunder diolah 

dengan mencari, mengiventarisasi dan mempelajari data-data sekunder yang 

berkaitan dengan obyek yang dianalisa. Penarikan kesimpulan, dilakukan dengan 

cara menafsirkan dan mendiskusikan data-data yang diperoleh dan diolah, 

berdasarkan norma-norma hukum, doktrin-doktrin hukum, dan teori ilmu hukum 

yang ada.  

 

 

 

 

 




